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BAB. I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) 

yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.1 Tujuan 

Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, serta mengatur segala bentuk perbuatan yang dapat 

membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara khususnya dari 

jeratan narkotika. 

Narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, 

baik negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang 

tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa 

ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan 

baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena 

narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila 

digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis. 

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di 

bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika 

menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk 

menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu 

 
 

1 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41 
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pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap 

narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka 

diperlukan pengaturan di bidang narkotika. Peraturan perundang-undangan 

yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat 

diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk 

kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan 

modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara 

terorganisir (organizeci crime) dan sudah bersifat transnasional 

(transnational crime). 

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif 

yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang- 

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan 

dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan 

narkotika. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) 

terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana 

kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara 

kumulatif. 2 

 

 

 

 
2 AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 59 
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Meningkatnya jumlah peredaran narkotika di tempat hiburan malam 

khususnya di wilayah Kota Jambi tak lepas dari peranan para pengedar 

narkotika. Apabila menilik lebih dalam tentang kejahatan yang berkaitan 

dengan penyalahgunaan ini, sebenarnya dapat dikatakan bahwasanya akar 

dari tingginya angka penyealahgunaan narkotika berasal dari meningkatnya 

peredaran gelap narkotika melalui tempat hiburan malam di Kota Jambi. 

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu 

kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang 

bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang 

bernama jembatan Aur Duri. Kota Jambi memiliki luas sekitar 205,38 km² 

dengan penduduknya berjumlah 610.854 jiwa (2018). 3 

Banyaknya jumlah penduduk di wilayah Kota Jambi Saat ini, maka 

peluang usaha tempat-tempat hiburan malam pun juga terjadi peningkatan, 

hal ini sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan narkotika dan 

peredarannya pada tempat hiburan malam, seperti tempat hiburan karaoke, 

diskotik, kafe-kafe, maupun hotel-hotel yang menyediakan tempat hiburan 

malam, peredaran narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini 

pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. 

Dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Narkotika 

Kepolisian Resor Kota Jambi diketahui pada dasarnya Undang-Undang 

Narkotika maupun peraturan pelaksananya tidak mengatur soal tanggung 

 

 
 

3 http://www.kotajambi.com/diakses pada tanggal 05 Juni 2023 Pukul 19.30 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Batanghari
http://www.kotajambi.com/diakses
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jawab hukum pemilik tempat hiburan/pengusaha tempat hiburan malam soal 

peredaran gelap narkotika di tempat usahanya dan secara pidana, pemilik atau 

pengusaha tempat hiburan malam tidak dapat langsung dimintakan 

Pertanggungjawaban Pidana. Perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan 

lebih lanjut apakah pengusaha tempat hiburan malam tersebut memang turut 

terlibat dalam pengedaran gelap narkotika atau tidak. Dalam kurun waktu 3 

tahun terakhir 2021 sampai tahun 2023 Satuan Reserse Narkotika Kepolisian 

Resor Kota Jambi sudah melakukan kegiatan operasi anti narkotika pada 17 

tempat hiburan malam Di Kota Jambi. 

Fenomena peredaran narkotika di tempat-tempat hiburan malam kini 

sudah dipandang sebagai persoalan serius, untuk itu selain pengguna pemilik 

tempat hiburan malam juga harus mempertanggungjawabkan atas peredaran 

narkotika yang terjadi di tempat usahanya. Berdasarkan uraian di atas penulis 

kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: Tindak 

Pidana Terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran 

Narkotika Di Wilayah Kota Jambi. 

B. Permasalahan 

 

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik tempat 

hiburan malam atas peredaran narkotika khususnya di Kota Jambi ? 

2. Upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya 

peredaran narkotika ditempat-tempat hiburan malam di Kota Jambi ? 
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C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

a. Untuk mengetahui Tindak pidana terhadap pemilik tempat hiburan 

malam atas peredaran narkotika khususnya di Kota Jambi. 

b. Untuk mengetahui upaya dilakukan untuk menanggulangi terjadinya 

peredaran narkotika di tempat-tempat hiburan malam di wilayah 

Kota Jambi. 

2. Tujuan Penulisan 

 

a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari. 

b. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan 

masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) 

mengenai Tindak Pidana Terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam 

Atas Peredaran Narkotika Di Kota Jambi. 

D. Kerangka Konseptual 

 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi 

logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti 

memberikan batasan istilah sebagai berikut : 

1. Tindak Pidana 
 

Menurut Wirdjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan 

yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan 

sebagai subyek tindak pidana”. Menurut pendapat Moeljatno 
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mengatakan bahwa, “Perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang 

oleh suatu aturan hukun, larangan mana disertai ancaman atau sanksi 

yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar”.4 

2. Pemilik 
 

Pemilik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

mempunyai; orang yang mempunyai.5 

3. Tempat Hiburan Malam 
 

Tempat Hiburan Malam ialah tempat hiburan dewasa yang buka pada 

waktu larut malam. Walaupun berupa kedai minuman, namun hiburan 

malam berbeda dengan bar atau diskotik karena dilengkapi ruang tarian 

dan layanan dj yang memainkan musik dengan iringan tarian yang 

biasanya erotis.6 

4. Peredaran 

 

Peredaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah gerakan 

berkeliling, berputar; keadaan beredar; pergantian dari keadaan yang satu 

kepada keadaan yang lain secara berulang-ulang.7 

5. Narkotika 
 

Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik 

sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau 

 

 
 

4 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika 

Aditama, Bandung, 2011, hal.54 
5 Tim Pustaka Gama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanpa Tahun, hal.531 
6 Atmasamita, Romli. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum 

Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2012, hal. 77 
7 Tim Pustaka Gama, Op Cit, hal.531 
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perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 

menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, 

yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 

Tentang Narkotika.8 

6. Kota Jambi 

 

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu 

kota dari Provinsi Jambi Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang 

bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan 

yang bernama jembatan Aur Duri.9 

E. Landasan Teoritis 

 

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang 

pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi- 

dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam 

Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan 

teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) sebagai berikut: 

Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) 

Pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa asing disebut sebagai 

torekenbaarheid (Belanda) atau criminal responbility atau criminal lialibility 

(Inggris). Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan 

apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggung 

 
 

8 AR. Sujono Dan Bony Daniel, Op Cit, hal. 63 
9 http://www.kotajambi.com/diakses pada tanggal 05 Juni 2023 Pukul 19.30 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Batanghari
http://www.kotajambi.com/diakses
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jawaban atau tidak. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang 

melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada 

kesalahan.10 

Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana yang berbunyi geen 

staf zonder schuld (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Asas ini tidak 

terdapat dalam hukum tertulis Indonesia, akan tetapi dalam hukum tidak 

tertulis Indonesia saat ini berlaku. Pertanggungjawaban pidana, dalam hukum 

pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas 

disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk 

perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.11 

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada 

kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, 

dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam 

membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat 

dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan- 

pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan 

tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih 

jelas. 

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin 

dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam bahasa asing pertanggung 

jawaban pidana disebut sebagai, toerekenbaarheid, criminal responbility, 

 
 

10 Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, Op Cit, hal.52 
11 Ibid, hal.53 
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criminal liability. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk 

menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan 

atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan 

lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.12 

Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu 

bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. 

Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang 

berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela 

tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Di dalam pasal-pasal 

KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur 

aduk dalam buku II dan III. 

Menurut KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh 

karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah 

dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggung jawaban pidana 

menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak 

pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang- 

Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang 

(diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan. 

Menurut Lamintang dalam hukum pidana dikenal ada dua jenis teori 

kesalahan. Untuk dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, maka suatu 

perbuatan harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua 

 
 

12 Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 27 
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jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). Dalam hal tindak 

pidana akan dijelaskan mengenai kesengajaan (opzet) saja, yaitu :13 

a. Kesengajaan (opzet) 

Menurut teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga 

macam, yaitu sebagai berikut : 

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan 

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat 

dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak 

ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, 

si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya 

kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar 

menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan 

diadakannya ancaman hukuman ini. 

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian 

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak 

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi 

ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan 

Kesengajaan ini yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu 

kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya 

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya 

mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang 

menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atar perbuatan 

seseorang yang dilakukan. 

b. Kurang hati – hati/kealpaan (culpa) 

Arti dari culpa ialah pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan 

hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku 

 

 
13 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 

2012, hal.44-46 
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tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang 

berhati – hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. 

 

Pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu 

mekanisme untuk menentukan apakah seseorangn terdakwa atau tersangka 

dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. 

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang 

dilakukannnya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam 

Undang-Undang. Van Hamel mengatakan bahwa ada 3 (tiga) syarat untuk 

mampu bertanggung jawab: 

1) Mampu untuk mengerti nilai – nilai dari akibat perbuatan sendiri. 

2) Mampu untk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan 

masyarakat tidak diperbolehkan. 

3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan 

itu.14 

 

F. Metode Penelitian 

 

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan 

secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, 

logis dan sistematis, yaitu: 

1. Spesifikasi Penelitian 

 

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, suatu 

penelitian menggambarkan (deskriptif) dimaksudkan untuk memberikan 

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang 

 

 

14Ibid, hal.47 
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berkaitan dengan materi lainnya.15 Dalam hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu 

Tindak Pidana Terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran 

Narkotika Di Kota Jambi. 

2. Pendekatan Penelitian 
 

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode Yuridis Empiris 

pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang 

ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, 

ekonomi, situasi budaya dan hukum),16 serta ketentuan yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan Tindak 

Pidana Terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran Narkotika 

Di Kota Jambi. 

3. Sumber Data 

 

a. Penelitian Lapangan (Field Research) 

 

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen 

penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk 

melihat fakta-fakta terjadinya peredaran narkotika. Cara yang digunakan 

dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindak 

Pidana Terhadap Pemilik Tempat Hiburan Malam Atas Peredaran 

Narkotika Di Wilayah Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang 

terkait dengan permasalahan ini. 

 
 

15 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10 
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 39 
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b. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan 

untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan 

skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari : 

1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan 

menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 

pembahasan skripsi ini. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan 

menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada 

hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini. 

3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan 

menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum. 

4. Tehnik Penarikan Sample 

 

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi Purposive 

Sampling, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana 

sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum 

yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan 

dengan materi yang diteliti yaitu : 

a. Kepala Satuan (Kasat) Reserse Narkotika Polresta Jambi. 

b. Pelaku peredaran narkotika (1 orang ). 

c. Pemilik usaha tempat hiburan malam (1 orang) 

 

5. Analisa Data 

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder 

yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian 
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tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang 

didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan- 

peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang 

obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Terhadap Pemilik Tempat Hiburan 

Malam Atas Peredaran Narkotika Di Kota Jambi. 

G. Sistematika Penulisan 

 

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 

5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub 

bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. 

Dengan sistematika penulisan terdiri dari : 

Bab Pertama Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa 

persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, 

landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. 

Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau 

pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya. 

Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan terdiri 

dari sub bab yaitu, pengertian perbuatan pidana, unsur-unsur pemidanaan, 

jenis-jenis pemidanaan, pertanggung jawaban pidana. 

Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Narkotika yang terdiri dari sub- 

sub yaitu pengertian tentang narkotika, jenis-jenis narkotika, dampak 

penyalahgunaan narkotika, tindak pidana narkotika. 
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Bab Keempat Pembahasan. Dalam bab ini Pembahasan tentang 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik tempat hiburan malam atas 

peredaran narkotika khususnya di Kota Jambi, Upaya menanggulangi 

terjadinya peredaran narkotika di tempat-tempat hiburan malam di Jambi. 

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa 

kesimpulan dan beberapa saran. 


